
Merrimbarr, l a .

Mengingat 4
:  I .

D .

MgNTEFi  KEUANGAN
B[PUBLIK I I . JDONESIA

SALINAN
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C ,

TENTANG

MODUL PENERIMAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

balrwa sesuai clengan keterrtuan Pasal 7 a1,at (2) huruf c-l
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 200+ tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara berwenang rlrenetapkan sistern penerirnaan
dan pengeiuaran kas negara;

bahwa dalam rangka mellyempurnakan pcnatausahaan clan
pertanggungjawaban penerimdarn rlegara, cliperlukan suatu
sistem penerimaan dan anggaran negara terpadrr yallg
cliantaranya mencakup mocl ul pener i maa n ne gara;

bahwa dengan adar-rya perkembarlgarl tekrrologi inJormasi
dimungkinkan seluruh penerimaan llegara clisajikan secara
renl tine melalui jaringan sistem infonnasi yang terhubung
secara on-line dengan Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi,
dan Pos Persepsi;

bahwa berdasarkan peltimbangan sebagait'rrana ciirnaksucl
pada huruf a, b, dan c di atas perlu rnenetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Modul Penerimaan Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umurn dan Tata Cara l'�erpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun: 1983 Nomor 49, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Notnor 3262)
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir deugan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembarau Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.26, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiarNomor 398\;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun L983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telal'r beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Notnor L7 Tahun
2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nonror 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3985);

3, Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai 3arang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
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Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Inrlorresia Tahun
1983 Nomor 51, Tarnbahan Lernbaran Negara Itepublik
Inrlonesia Nomor 3261) sebagaimana telah bcbelapa kali
cl iubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor LB Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Notnor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrlonesia
Nomor 3986);

Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentarrg Pajak Burni
dan Bangrlnan (Lembaran Negala Republik Inclonesia T'ahun
1985 Nornor' 68, Tambahan Lerlbaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 3372) seb.'rgaimerrra telal'r cliubah cier-rgan
Unclang-Undang Nornor 12 Tal 'u-rn 1994 (Lenrbaran Negala
Republik Indonesia Tahurr 1994 Nomor 62, Tambahan
Lerrbarern Negara Republik lnclonesia Nomor 3569);

Undarrg-Undang Nomor 10'I 'ahun 1995 tetrtarrg KepabeanAn
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia I 'ahun 1995 Nomor 75,
Tarlbahan Lembaran Negara- RepruLrl ik Incloncsia Nomor'
3672);

Urrriang-Unrlang Nclmor 1i 
' [ahr-rrr 

1c)t)5 tentang Cukai
(Lenrbalan Negara l iepubl ik  lnc lor rcs ia ' l -ahun 1995 Nomoy 76,
Tarr - rbahan Lenrbaran Ncgara Rcpubl ik  Inr ionesia Nonror
3673);

Undang-Undang Nomor 20 l-ahun 1997 tentang Penerinaarl
Negara Bukan Pajak (Lembarran Negara Republik lnclonesia
Talrun 1997 Nornor 68, Tambahan Lembalan Negara Republik
Indonesia Nomor 3687\;

Undang-Undang Nomor 21, Tahun 7997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Ur-rdang-Undang Non-ror 20
Tahun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 3988);

Undang-Undang Nornor 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 17, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Perbendahalaan Negara (Lembat'an Negala Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 1.5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}Q;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentar-rg Tata Cara
Penyampaian Rencarra dan Laporan Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1", Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

Peratulan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Inclonesia
Talrun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a500);

Peraturan Pemerintah Notnor 23 Tahurr 2005 tentaug
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Utnum (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nouror a502);

Pelaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Petnerintahan (Lembaran Negala Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnlrahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia N<,-.nor a503);

Peraturan Pernerintah Ntltnor 35 
' l 'ahun 2005 terrtang

Pungutan Ekspor atas Barang Ekspror 
"l 'ertentu (Lernbalan

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, 
'farnbahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4531);

Keputusan Presideu Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik h'rdonesih Tahun 2002 Nomor 73,
Tan'rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
421,4) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prcsiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Inclonesia
Talrun 2004 Nornor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK,06/2005
tentang Bagan Perkiraan Standar;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005
tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2006;

Peratulan Menteri Keuangan Nomor' 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pernbayaran dalam Pelaksanaan Anggarau
Pendapatan dan Beianja Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Notnor 466/KMK.07/2006
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departetneu
Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL
PENERIMAAN NEGARA,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangau ini, yang climaksud clengan:

Modul Penerirnaan Negara aclalah t-ncdul penerimaan yang
memuat serangkaian prosed';r rnulai dari penerimaan,
penyetoran, pengumpulan data, p'rs11catatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporarr yang berhubungan clengan
penerimaan negara dan urerupakan bagian clari Sistem
Penerimaan dan Anggaran Negaraw.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut
Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menamPung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada Bank Seniral,

) A
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Rekening Penerimaan adalah tempat untuk rnenalnpung
penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adaiah dokumen
pelaksanaan anggaran yallg cl ibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lernbaga serta disahkan - oleh Direktur jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuarrgarr clan berfungsi
sebagai dokurnen pelaksanaan pcmbiayaan kegiatarr serta
clokumen penclukung kegiatan akurrtansi pemcrintah.

Penerimaan Negara adalah uang yang rnasuk ke kas negara.

Pendapatan Negara actalah hak pemerintah pusat yal lg diakui
sebagai penambah ni lai keka)'aan bersih,

8. Penerimaan Perpajakan aclalah selnua penerimaan yang
terdir i  dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional.

Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai
barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai, dan pajak lainnya

Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan
ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajal adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah
atas laba Badan Usaha I'lilik Negara, serta penerimaan negara
bukan pajak lainnya,

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta
sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang
menjadi hak pemerintah.

Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua penenmaan
negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun
anggaran berjalan,

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaart negara
yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara
dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pirrjarnan
dan hasil divestasi. :

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga aclalah setnua
penerimaan negara yang berasal clari  potongan penghasilan
pegawai negeri serta setoran subsic-li dan iuran Pemerintal-t
Daerah dalam rangka penyelenggai 'aan asurausi l<esehatan.

9.
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Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia
adalah lembaga negara yang independen, bebas clari campur
tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali
untuk hal-hal yang secara tegas diatur clalarn Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesra,

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berclasarkan prir-rsip syariah
yang dalam kegiatannya memlerikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya clisebut Kantor pos
adalah Badan Usaira Milik Negara yang nlempunyai Unit
Pelaksana Teknis di daerah yaitu sentral Giro/sentral Giro
Gabungan/Sentral Giro Gabungarl Khusus serta Kantor pos
dan Giro,

Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank Devisa Persepsi adalah bank urnum yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan
negara dalam rangka ekspor dan impor.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan
dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai
dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Penerimaan Negara terdiri dari:

a. Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c. Penerimaan Hibah; t
d. Penerimaan Pengembalian Belanja;
e. Penerimaan Pembiayaan;'dan
f, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga.

(2) Ruang lingkup Modul Penerimaan Negara yang diatur dalam
PMK ini meliputi Penerimaan negara sebagaimana diniaksud
dalam ayat (1) huruf a, b, d, dan f yang disetor oleh
perorangan/badan danf atau Bendahara melalui Bank
Persepsi/Devisa Persepsi/Pds Persepsi dan penerimaan yang
berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN).

1.7
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Perrerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
yang disetor melalui Bank Indonesia diatur lebih lanjut oleh
ivienteri Keuangan.

BAB I I I

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 3

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, cialam
pelaksanaan operasional penerimaan, membuka Rckcnirrg
Penerimaan pada bank umum/kantor pos.

Rekening Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada avat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari
pacla Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Pos Persepsi.

Salclo Rekening Penerimaan pada Barnk Persepsi/ Dcvisa
Persepsi/Pos Persepsi setiap arkhir hari kerja n,aj iLr cl isetorkan
seluruhnya ke KUN

Dalam hal secara teknis ker,r,aj iban pcnyetorarr sel 'ragarmana
r i imaksud pada ayat  (3)  be lum dapat  t l i lakukarr  set iap har i ,
rnaka pcnvetoran clapat cl i lakukarr pacia hari Sclasa elan

Jun'r;rt  atau hari kerja berikutrrya j ika Selasa ciarr Junrat adalah
hari l ibur, clan tarrggal l  atau hari kcrja l ' rcrtarna setiap br-r larr.

Ketentuan mengenai pelimprahan penerintaan Pajak Bumi
ciarr Bangunan (PBB), clan i lea Perolchar' '  FIak Atas Tanah c-ian
Batrgunan (BPHTB) dar i  Bank/Pos I 'c rscps i  PBB/ BPIJTB
kepacia Bank Ope. ; rs ional  I l l  c lan L 'ag i  has i l  PI IB/BPHTB
tl iatur clalarl Peraturan Mentcri Keuangatr tcrscrrr i ir i .

Pasai  4

Kementerian Negara/ Lembaga rnr.ncantumrkan seluruh
cst imasi  pendapatarr  ke c la lam DIPA satuan kcr ja
Kementerian Negara/ Lembaga )1ang bcrsangkutan.

l \ 4 r ' n t o r i  /  P i r n n i n a n  T  o m [ r r , ; r  c o l r L , t r  I ) , ) n o i r r r r r i  A t -'  - ^ ' bb - " "  ^  " l gga ran
mengangkat/mcnctapkan Benciahara Pcncrimaan untuk
melaksanakarr pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada satuan kerja c-li lingkurrgan Kementerian
Negara/Lembaga bersangkutan pada setiap awal tahun
allggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka Rekening
Penerimaan pada Bank Umurn/Kantor Pos setelah mendapat

(1 )

(2)

(3)

(4)

/ i \

(1 )

( ) \

(3)
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oersetujuan terfulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara.

Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan negara
setiap akhir hari kerja ke kas negara dan wajib mengirim
Rekening Koran bulanan/Laporan Realisasi Penerimaan ke
KPPN.

Dalam hal penerimaan negara diterima pada hari libur
dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat Bank
Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka Bendahara
Penerimaan menyetor penerimaan tersebut sclambat-
lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Pasal  5

(1) Atas permohonan lJireksi bank/kantor pos, N,lenteri
Keuangan menunjuk dan menetapkan Bank Urnum/ Kantor
Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi
untuk menerima setoran pcnerrmaan negara.

(2) Penunjukan Bank Umum/l(antor Pos scbaga! I lank
Persepsi /Devisa Persepsi /Pos Persepsi  br : r lakrr  r rn tuk Kantor
Pusat maupun seluruh catrang Bank vang bersarrgkutan/ Unit
Pelaksana Teknis Kantor Pos di daerah.

(3) Syarat-syarat penunjukarr Bank Umum/Kantor Pos
sebagaimana dimaksucl parla ayat (1) aclalah scbagai bcrikut:

a. mempunyai status sebagai Btrnk Umum dan memcnuhi
kriteria minimal cukup sehat sclanra 12 (clua belas) bular.r
terakhir (khusus untuk le.mbaga pcrbankan);

b. r l i r lr-rkung ciengan l--reralatan varl[ j  l r(rnr;rr lai;

c ,  waj ib  mematuhi  kr : tentuan-ketenfr ran vang Lrcr laku;

ci. bersedia cl iperiksa at.rs pelaks.rnaar-r prcngclolaarr sctoran
penerimaan negara 1'ang ditcrinra;

e. memil iki jaringan sistem iniorr-nasi yang tcrhubung
langsung secara ort- l inc antara kantor pusat cian scluruh
atau sebagian kantor cabangnya; dan

f. kantor pusat bank/kantor pos memil iki jaringan
komunikasi data yang dapat dihubungkan secara on-l ine
dengan jaringan komunikasi data Departemen Keuangan.

(4) Bank Persepsi/Dcvisa Persepsi/Pos Persepsi selanra jam

buka kas wajib menerima setiap setoran penerimaan negara
dari Wajib Pajak/Wajib Setor tanpa melihat jumlah
pembayaran.

(s)
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(5) Daiam hal Wajib Pajak/Wajib Setor rncrnbavar mei;r iui t t : i ier,
Bank Persepsi/ Devisa ['ersc.psi/ I'os Pcrsc;'r5i tir-Iak
dibenarkan mengenakan biava atas transaksi penrbavaran.

(5) Daiam hai Bank PersepsilDevist i  PersepsilPos Pcrsepsi
rneianggar ketentuan sebagainlana cl imaksuci pada ayat (.1)
dan (5), Menteri Keuangan atau pcjabat \1ang cl i tunjuk
mernlrerikan pcringatan secart '  terttr l is st 'Sl l i l i  r lcngan jenis
dan t ingkat  kesalahan yang c i i lakukarr .

(7)  Aprabi la  per ingatan scbagaimana r l i r laksur , l  pac la a1,at  (6)
telah diberikan sampai dcngarn 3 (t iga) kal i  dan Lrclunr juga
cl i inc lahkan,  maka Menter i  Kcuarrgarr  a t , tu  pc jabat  vang
cl i tun juk mencabut  penunjukan bank urnurn/kantor  po.s
bcrsarrgkutan sebagai Bank Pcrscprsi/ Dci isa I 'crs. '1'rsir/  p65

Persepsi.

Pasal 6

(1) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasi
pendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembaga
atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang
dipersamakan dengan DIPA,

(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan
negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan
Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor (STBS), Surat
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti Penerimaan
Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank.

(3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah
setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi
Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP),

D - . - l  "

(1) Penerimaan negara diakui pada saat cl i terima pacla Rekerring
KUN.

(2) Penetapan penerimaan perpajakan clarr bukarr pajak \';-rltg
belum dan/atau sudah jafuh tempo tetapi belum cl isctor ke
Rekening Kas Negara pacla saat tanggal Ncraca ci i i-rkui
sebagai piutang. :
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BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN NEGARA

Pasal 8

(1.) Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib
menyampaikan pertanggungjawaban Penerimaan Negara.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkarr melalui
Sistem Akuntansi Instansi.

(1)

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI DAN TASA PERBENDAHARAAN,

Pasal 9

Atas keterlambatan dan/atau kekurangan pelimpairan
penerimaan negara oleh Bank Perscpsi/Devisa Perscpsi/Pos
Persepsi sebagaimana dirnal<surl clalam Pasal 3 ayat (3)
dikendkan sanksi administrasi bcrupa clcrrcia sebesar 3% (tiga
persen) per bulan dari jurnlah pcrrerimaan vang seharusnya
dil impahkan.

Sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan Penerimaan Negara,
kepada Bank Persepsi/ Devisa Persepsi/ Pos Pcrsepsi
diberikan jasa perbendaharaan.

Jasa perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada a1'at (2)
diatur lebih lanjut oleh lvfenteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal secara teknis jaringan komunikasi data Departemen
Keuangan belum berjalan, maka jaringan komunikasi data yang
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tetap digunakan.

(2)

(3)
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BAI]  VI I

PEN UTUP

I : 'asal I1

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, dan
Direktur Jenderal Perbendaharaan baik secara bersarna-sama
maupun sendiri-sendiri.

Semua peraturan Menteri Keuangan dan peraturan
pelaksanaannya yang mengatur mengenai penerimaan
negara/ sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

I'asal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
1 Tanuari 2007.

Agar setiap orarrg rnengetahuinya, rnemerirrtahkan
pengumuman Peratura.n Mcnteri Kcuangatr irri clcngan
penemp;rtannya dalam Berita Negara Republik Indoncsia.

Ditctapkan cli Jakarta
pacla tarrggal  lg Okrober 2006
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